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ABSTRAK 
 
 
Andi Mahardika, B 111 05 801. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Hak 
Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Di 
bawah bimbingan Achmad Ruslan dan Nazwar Bohari. 
 
 
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan sasaran pada 
pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan hak Interpelasi DPRD 
Kota Makassar. Disamping itu DPRD Kota Makassar dianggap cukup 
representatif untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak 
Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar 
dalam mewujudkan otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab dan 
untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan hak interpelasi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-yuridis dengan 
tipe empiris dan sifat penelitian deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, 
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan hak 
interpelasi DPRD Kota Makassar dalam rangka mewujudkan otonomi 
nyata, luas dan bertanggungjawab belum optimal; 2). Faktor yang 
menghambat pelaksanaan hak Interpelasi DPRD Kota Makassar dalam 
rangka mewujudkan otonomi nyata, luas dan bertanggungjawab adalah: 
Banyaknya kepentingan partai yang ada di DPRD, kedudukan dan 
kewenangan DPRD, sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama masa reformasi ini, 
telah diterapkan kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan 
otonomi daerah yang seluas-luasnya. Kebijakan otonomi daerah yang luas 
itu ditegaskan dalam perubahan kedua UUD 1945, yaitu dengan 
melengkapi dan menyempurnakan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang 
tadinya hanya terdiri dari satu pasal tanpa ayat menjadi satu pasal tujuh 
ayat dan dengan menambah pasal-pasal baru, yaitu Pasal 18A dan Pasal 
18B yang masing-masing terdiri atas dua ayat. 
Khusus untuk legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (selanjutnya disingkat dengan DPRD), seiring dengan berubahnya 
paradigma pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi sesuai 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
seiring pula dengan perkembangan hukum dan demokrasi modern, telah 
menempatkan DPRD untuk melakukan diferensiasi fungsi dalam 
mengoperasionalkan statusnya sebagai institusi perwakilan rakyat di 
daerah. Sebagai salah satu karakteristik praktek pemerintahan yang baik 
(Good Governance) memberikan implikasi yang sangat substantif dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pada daerah 
Kabupaten/Kota. 
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DPRD sebagai salah satu unsur pemerintah daerah dengan fungsi 
yang dimilikinya, dituntut untuk memikirkan bagaimana kewenangan 
daerah yang besar dapat didayagunakan sepenuhnya bagi pembangunan 
daerah dan penciptaan kehidupan masyarakat yang demokratis, sejahtera 
dan berkeadilan sosial. Untuk itu sebagai lembaga perwakilan rakyat, 
DPRD harus fokus dan total dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi 
perwakilan rakyat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 18 ayat (3) 
Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen:  
“Pemerintah daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui Pemilihan Umum.” 
Sebagai lembaga perwakilan politik, perbedaan antara DPR dan 
DPRD hanyalah menyangkut ruang lingkup kewenangannya. Ruang 
lingkup kewenangan DPRD adalah kewenangan sebagai lembaga legislatif 
dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya 
sesuai dengan asas otonomi luas dan tugas pembantuan, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 
pemerintah pusat. Sebagai lembaga legislatif, DPRD bersama-sama 
kepala daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi 
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daerah memuat dengan jelas pasal-pasal tentang hak-hak dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hak-hak DPRD adalah: 
Pasal 43 
(1). DPRD mempunyai hak:  
a. Interpelasi; 
b. angket; dan 
c. menyatakan pendapat.  
(2). Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari 
Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga 
perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan 
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah 
anggota DPRD yang hadir. 
(3). Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi 
DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari 
telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. 
(4). Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan 
memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut 
mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta 
menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang 
sedang diselidiki. 
(5). Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket 
kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-
undangan. 
(6). Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak 
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), panitia 
angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
(7). Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia. 
(8). Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD 
yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
Pada bagian penjelasan Pasal 43 Ayat (1) tersebut di atas 
dinyatakan bahwa:  
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1. Yang dimaksud dengan “hak Interpelasi” dalam ketentuan ini adalah 
hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah 
mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis 
yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan 
negara. 
2. Yang dimaksud dengan “hak Angket” dalam ketentuan ini adalah 
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan 
penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang 
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 
masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 
3. Yang dimaksud dengan “hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan 
ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan 
kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di 
daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai 
tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 
Berdasarkan pasal tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi DPRD Kota Makassar lebih transparan dan akuntabel 
serta optimal dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan 
bertanggungjawab sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat Kota 
Makassar. 
Jika ditelaah lebih jauh, maka tujuan utama dari pelaksanaan 
otonomi daerah adalah tidak lain untuk peningkatan pelayanan dan 
mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah, untuk itu 
semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas 
merupakan syarat mutlak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, terutama dalam hal penggunaan keuangan daerah. Tujuannya 
adalah untuk menghindari dan meminimalisasi terjadinya praktik Kolusi 
Korupsi dan Nepotisme (KKN) baik di tubuh eksekutif daerah maupun di 
lembaga legislatif daerah sendiri. 
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Oleh karena itu, mengacu kepada semangat undang-undang 
tersebut di atas yang merupakan landasan normatif dari tugas dan fungsi 
DPRD khususnya di Kota Makassar. Sementara itu sistem dan prosedur 
secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kebhinnekaan terjadi 
sepanjang hal tersebut masih berjalan atau tidak bertentangan dengan 
peraturan pemerintah. 
Berdasarkan Prapenelitian tanggal 23 Oktober 2012 ditemukan 
bahwa hak interpelasi pernah dipergunakan oleh DPRD kota Makassar 
dalam kasus dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar 
dimana terdapat indikasi adanya uang negara yang penggunanya kurang 
jelas sehingga DPRD kota Makassar merasa perlu menggunakan hak 
interpelasi  dalam kasus tersebut. Persoalan lain yang ditemukan dalam 
prapenelitian tersebut adalah dalam hal pelaksanaan hak interpelasi dari 
DPRD Kota Makassar terdapat indikasi kuat bahwa hak tersebut kurang 
dilaksanakan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: 
1. Faktor internal dari DPRD Kota Makassar sendiri dimana lambang 
partai sangat berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan 
dewan, tingkat pendidikan dan pengalaman dari anggota DPRD serta 
kesadaran dan kemauan politik (political will) dari para anggota dewan; 
2. Faktor eksternal sangat dipengaruhi oleh kurangnya kontrol dari 
masyarakat khususnya dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan 
media massa. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 
mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai Pelaksanaan Hak Interpelasi 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam mewujudkan otonomi yang 
nyata, luas dan bertanggungjawab?. 
2. Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan hak interpelasi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam mewujudkan 
otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab?. 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak interpelasi Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam mewujudkan otonomi 
yang nyata, luas dan bertanggungjawab. 
b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan hak interpelasi 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam 
mewujudkan otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Akademis/Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum 
tata negara dan juga bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut 
tentang pelaksanaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) dalam mewujudkan otonomi yang nyata, luas dan 
bertanggungjawab.    
2. Manfaat Praktis 
2.1. Sebagai konstribusi pemikiran bagi aparat pemerintah baik dari 
unsur legislatif maupun eksekutif dalam menetapkan kebijakan yang 
berkaitan dengan hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) dalam mewujudkan otonomi yang nyata, luas dan 
bertanggungjawab. 
2.2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada 
penelitian yang sama dengan penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konsep Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia 
Untuk menghindari pemusatan kekuasaan ditangan organisasi 
pemerintah, muncul ide untuk mengadakan pemisahan kekuasaan 
(separation of power) misalnya dari Montesqieu dan pembagian kekuasaan 
(division of power). Munculnya ide-ide konstitusionalisme, gagasan negara 
hukum (rechtstaat dan rule of law) pada dasarnya berusaha membatasi 
kekuasaan pemerintah supaya tidak terlalu dominan. Namun demikian, 
paling jauh adalah bentuk-bentuk hukum tertentu saja, misalnya hukum 
yang berbentuk undang-undang yang harus dikontrol oleh parlemen atau 
dibuat oleh parlemen. Sedangkan bentuk-bentuk hukum yang lebih rendah, 
tetap dibuat dan diproduksi oleh organisasi pemerintah (Jimly Asshiddiqie, 
2005:6). 
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian 
kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada hubungannya dengan doktrin 
trias politika. Trias politika memuat tiga poros kekuasaan negara, yaitu 
kekuasaan legislatif, eksekutif dan yuridis yang merupakan suatu prinsip 
normatif bahwa kekuasaan sebaliknya tidak diserahkan kepada orang yang 
sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh 
pihak yang berkuasa. 
Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang, (“to 
legislative”). Anggotanya dianggap mewakili rakyat, oleh karena itu badan 
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ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat untuk di tingkat pusat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tingkat daerah. Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah di negara demokratis disusun sedemikian rupa 
sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah 
bertanggungjawab kepadanya. Menurut C.F Strong (Miriam Budiarjo, 
1996:197) demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana 
mayoritas anggotanya dewasa ini adalah dari masyarakat politik yang ikut 
serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah 
akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas 
itu. 
Lebih lanjut mengenai pembagian kekuasaan menurut Miriam 
Budiarjo (1996:198) terbagi kedalam beberapa bagian baik mengenai 
orangnya maupun mengenai fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan 
itu sendiri berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi ke dalam beberapa 
bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa 
di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerja sama. 
Namun demikian, harus dipahami bahwa substansi pembagian 
kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah terdapatnya 
kemandirian fungsional masing-masing lembaga kekuasaan tanpa saling 
mensubordinasikan satu sama  lain (Arend Lijphart, 1995:56). 
Menurut Miriam Budiarjo (1996:151) bahwa konsep ini pertama kali 
dikemukakan oleh John Locke (1963-1704) dan Montesquie (1969-1755) 
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dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of 
powers). 
John Locke (Dharma Setiawan Salam, 2001:71) mengemukakan 
bahwa dalam suatu negara, kekuasaan, yaitu legislatif (kekuasaan 
membuat Undang-undang), eksekutif (kekuasaan melaksanakan Undang -
undang), kekuasaan federatif (kekuasaan mengenai perang dan damai, 
membuat perserikatan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang 
dan badan-badan di luar negara). Sedangkan menurut Montesquieu setiap 
pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan 
yuridis yang masing-masing terpisah satu sama lain baik mengenai 
orangnya maupun fungsinya. 
Pemikiran mengenai perlunya mekanisme saling mengawasi dan 
kerjasama telah melahirkan teori-teori modifikasi atas ajaran pemisahan 
kekuasaan (separation of powers) yaitu teori pembagian fungsi-fungsi 
pemerintahan dan teori Checks and balances. 
Menurut Krisna D. Darumurti (2003:50) bahwa pembagian 
kewenangan bidang pemerintahan antara pusat, daerah provinsi dan 
daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 10-18 Undang–Undang Nomor 
32 Tahun 2004. kewenangan pusat meliputi bidang politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. 
Sedangkan, kewenangan provinsi terdiri dari dua kategori, yaitu 
kewenangan sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administrasi. 
Sementara itu, kewenangan daerah kabupaten/kota mencakup seluruh 
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kewenangan pemerintah selain kewenangan pusat maupun daerah 
provinsi. 
Dalam negara demokrasi legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah 
kekuasaan yang terpisah. Sistem pemisahan dalam negara demokrasi 
disebut trias politika. Sedangkan, pembagian kekuasaan yang bersifat 
vertikal disebut desentralisasi kekuasaan dan dekonsentrasi kekuasaan 
(Hendarmin Ranadireksa, 2002:152). 
Kekuasaan menyebar pada tiga lembaga negara yaitu lembaga 
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga dalam karakter fungsi dari 
masing–masing memiliki kekuatan seimbang. Hal ini dalam rangka 
menciptakan checks and balances dalam menjalankan kekuasaan negara. 
Ketika konstitusi di Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa 
doktrin trias politika di anut, oleh karena konstitusi menyelami jiwa dari 
demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia 
menganut trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. Hal tersebut 
sangat jelas dalam konstitusi Indonesia baik sebelum amandemen maupun 
setelah amandemen. 
Oleh karena itu, bila kita ingin memperjuangkan sebuah rezim 
demokrasi ataupun menyelesaikan agenda reformasi total, sistem yang 
membangun rezim fasisme orde baru harus dibongkar sampai ke akarnya. 
Sebab tidak mungkin ada rezim demokrasi tanpa pemutusan hubungan 
(cut - off) dengan rezim anti demokrasi tersebut. 
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L.A Hart (1982:79), ketika menulis tentang democracy pernah 
berkata bahwa “ … fatally easy to believe that loyalty to democratic 
principles entails acceptance of what may be termed moral….” Demokrasi 
dipandang sebagai suatu yang sangat membutuhkan moral, tanpa moral 
maka prinsip-prinsip demokrasi tidak dapat terlaksana dengan baik. 
Dewasa ini upaya implementasi nilai–nilai demokrasi menjadi 
harapan besar sebagai masyarakat dunia. Meluasnya minat untuk 
menegakkan demokrasi terutama di kalangan negara ke tiga sejak awal 
abad XX menunjukkan bahwa partisipasi rakyat yang besar dalam 
pembuatan keputusan politik adalah sesuatu yang didambakan siapa saja. 
Hal ini berarti demokrasi mengandung nilai-nilai universal yang tidak hanya 
dirasakan penting oleh masyarakat barat akan tetapi juga negara non 
barat. 
Hendry B. Mayo (Sumali, 2002:15) mencatat sedikitnya ada 
sembilan nilai yang mendasari nilai demokrasi, yakni: (1). menyelesaikan 
perselisihan dengan damai dan sukarela; (2). menjamin terselenggaranya 
perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; 
(3). menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur; (4). 
membatasi pemakaian kekerasan secara minimum; (5). adanya 
keanekaragaman; (6). tercapainya keadilan; (7). yang paling baik dalam 
mengajukan ilmu pengetahuan; (8). kebebasan; (9). adanya nilai-nilai yang 
dihasilkan oleh kelemahan-kelemahan sistem yang lain. Sementara itu, 
Andrews dan Chapman dalam the Social construction of democracy, 
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menyatakan bahwa ada enam ciri penting dalam rezim demokrasi: (1). 
Hak-hak suara yang luas; (2). pemilihan umum yang bebas dan terbuka; 
(3) kebebasan berbicara dan berkumpul; (4). rule of law; (5). pemerintahan 
yang tergantung pada Parlemen; (6). badan peradilan yang bebas. 
Konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut 
dan pasang naik secara bergantian antara demokrasi dan otoriter. Periode 
orde baru menampilkan watak otoriter birokratis dengan logika 
pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utamanya. Orde baru tampil 
sebagai negara kuat yang mengatasi berbagai kekuatan yang ada dalam 
masyarakat dan berwatak intervensionis. Dalam konfigurasi seperti ini hak-
hak politik rakyat mendapat tekanan atau pembatasan- pembatasan. 
Salah satu langkah yang dapat diambil dalam rangka demokratisasi 
(pemerintahan demokrasi) adalah menciptakan mekanisme “checks and 
balances” di antara lembaga - lembaga demokrasi pancasila (Moh. Mahfud 
MD, 1998:356). Dengan konsep “checks and balances” tersebut corak 
konfigurasi politik yang tadinya dominan eksekutif dan bercorak otoriter 
birokratis dapat digeser ke sisi konfigurasi yang lebih demokrasi. Dalam 
upaya demokratisasi ini adalah keharusan agar mereka yang menjadi 
sasaran kebijaksanaan politis mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi 
baik dalam urusan mengambil keputusan khusus maupun dalam 
perumusan berbagai definisi situasi yang merupakan dasar pengambilan 
keputusan tersebut. 
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Gagasan demokrasi ternyata berawal dari kesadaran atau situasi 
diri, baik dalam arti individual, kelompok, maupun masyarakat bangsa yang 
secara politik tengah terpuruk, artinya kesadaran terhadap ketidakadilan 
yang di alami akibat penindasan kolonial tidak saja menstimulasi lahirnya 
tuntutan kemerdekaan bagi bangsa, melainkan juga kebebasan bagi orang 
seorang (individu) dan persamaan hak bagi semua (Syamsuddin Haris, 
1995:56). 
Dalam kehidupan sehari-hari terlihat adanya kecenderungan media 
kita dalam memaknai realitas sosial politik aktual. Ideologi yang merasuki 
media yang menjadi “roh”  tak lain adalah ideologi demokrasi yang 
membuat mereka sangat peka terhadap isu penegakan hukum. 
Perwujudan good government, pemberdayaan civil society dan 
penghapusan nilai–nilai militerisme.  Dengan ideologi, merupakan hasrat 
untuk terus menerus mengelindingkan roda reformasi politik, ekonomi, 
hukum dan pemerintahan (Agus Sudibyo, 2000:37). 
Dilema demokrasi di negara kita adalah disatu sisi menghendaki 
negara yang demokratis, menjamin kebebasan dan pluralisme, sementara 
di sisi lain membutuhkan negara yang “kuat” dalam arti memiliki kapabilitas 
memadai untuk mencegah konflik dan melindungi pluralisme itu. 
B. Otonomi Daerah 
Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini cukup kompleks, 
karena di satu sisi masyarakat semakin gencar menuntut dilakukannya 
reformasi total sebagai koreksi atas berbagai kelemahan dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik pada masa orde baru. 
Pada sisi lain pemberlakuan kesepakatan AFTA dan APEC menuntut pihak 
swasta dan pemerintah melakukan efisiensi dalam setiap kegiatannya 
apabila ingin tetap bersaing dengan negara-negara lain. Dimana menurut 
Sarundajang (1999:123) kondisi ini merupakan konsekuensi dari 
terbentuknya global society, dimana hampir tidak ada negara yang survive 
tanpa berhubungan dengan negara lain. 
Tuntutan masyarakat ini dilandasi oleh suatu pemikiran yang cerdas 
(smart publik opinion) sebagai konsekuensi logis dari perkembangan 
teknologi informasi yang telah menembus berbagai isolasi yang ada. 
Menghadapi tuntutan tersebut maka salah satu langkah  antisipasi yang 
sangat realistis adalah dengan memberikan otonomi luas kepada 
daerah-daerah yang tampak dari lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana misi utama undang-
undang tersebut adalah desentralisasi. Untuk melaksanakan kebijakan 
otonomi daerah pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. 
Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa/kata latin 
“autos“ yang berarti “sendiri“, dan “nomos” yang berarti “aturan“. 
Berdasarkan etimologi kata otonomi ini menurut Danuredjo (1987:10) 
memberikan arti otonomi sebagai zelwetgeving atau pengundangan 
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sendiri, sedangkan menurut Syariff (1953:7) memberi arti mengatur/ 
memerintah sendiri. 
Menurut Encyclopedia of Sosial Science, bahwa otonomi dalam 
pengertian original adalah The Legal self sufficiency of sosial body and its 
actual independence. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, 
otonomi daerah berarti Self Government atau the condition of under one's 
own low's. jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self 
sufficiency yang bersifat Self Government. yang diatur dan diurus oleh 
Own Laws. Karena itu otonomi lebih menitik beratkan aspirasi dari pada 
kondisi. 
Namun demikian, walaupun otonomi itu sebagai self Government 
self sufficiency dan Actual Independency, keotonomian tersebut tetap 
berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat 
yang menyerahkan urusan kepada daerah Legally, of Course local 
government are not like sovereign nation, condition may be imposed upon 
them from above, state government may insist upon the consolidation, of 
local government. Berman, (Sarundajang 1999:127). 
Dalam pemahaman tentang otonomi daerah tersebut, pada 
hakikatnya otonomi daerah adalah:  
1. Hak mengurus rumah tangganya sendiri dari suatu daerah otonomi. 
Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan 
pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri 
dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti 
otonomi suatu daerah, penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan 
sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, 
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maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah 
kembali menjadi urusan pemerintah (pusat). 
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah 
tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang 
otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya. 
3. Daerah tidak boleh mencampuri, mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang 
diserahkan kepadanya. 
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan 
mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak 
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian 
suatu daerah otonomi adalah daerah yang self government, self 
sufficiency, self authority dan self regulation to the lows and affairs 
daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah 
otonom memiliki actual independent. 
Sedangkan menurut Kaho (1997:57) suatu daerah disebut daerah 
otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut: 
1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah. 
Urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan 
oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah; 
2. Urusan rumah tangga itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas 
inisiatif/prakarsa dari kebijaksanaan daerah itu sendiri;  
3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka 
daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pusat, 
yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya; 
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan 
pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala 
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga 
daerahnya. 
Baswir (1997:104) menyatakan bahwa tujuan peningkatan otonomi 
daerah adalah a). untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-
masing daerah. b). untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan 
masyarakat pada masing- masing daerah. c). untuk meningkatkan 
kehidupan sosial dan budaya masyarakat pada masing-masing daerah, d). 
Untuk meningkatkan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Sedangkan menurut Sarundajang (1999:130) bahwa pemberian 
otonomi kepada daerah memiliki 4 (empat) tujuan, yakni:  
1. Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan 
aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun 
untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka 
pembangunan menuju proses demokrasi di lapisan bawah;  
2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya 
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperluas jenis-
jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat; 
3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta 
menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha 
pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat 
makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian 
pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses 
pertumbuhannya; 
4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan 
pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan 
rakyat yang makin meningkat.  
Pencapaian tujuan otonomi dengan memberikan tanggungjawab 
kewenangan yang luas kepada daerah akan memberikan suatu aplikasi 
secara politik, diskresi (keleluasaan), lingkup dan volume politik semakin 
luas dan secara manajerial, menjadikan tugas dan tanggung jawab 
pemerintah daerah semakin berat pula. 
Menurut Warsito (1998:74) otonomi atau desentralisasi bukanlah 
semata-mata bernuansa technical administration atau practical 
administration saja tetapi juga harus kita lihat sebagai process of political 
interaction. Hal ini berarti bahwa desentralisasi atau otonomi sangat erat 
kaitannya dengan demokrasi, dimana yang diinginkan tidaklah hanya 
demokrasi pada tingkat nasional, tetapi juga demokrasi di tingkat lokal 
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(local democracy) yang arahnya pemberdayaan (empowering) atau 
kemandirian daerah. 
Dengan demikian otonomi atau desentralisasi dapat kita lihat paling 
tidak dari 4 (empat) sudut, yakni: 
1. Dari sudut politik, sebagai permainan kekuasaan yang dapat mengarah 
kepada penumpukan kekuasaan yang seharusnya kepada penyebaran 
kekuasaan (distribution or division of power). Tetapi juga sebagai 
tindakan pendemokrasian, untuk melatih diri dalam mempergunakan 
hak-hak demokrasi; 
2. Sudut teknik organisatoris, sebagai cara untuk menerapkan 
melaksanakan  pemerintahan yang efisien; 
3. Sudut kultural yakni adanya perhatian terhadap keberadaan atau 
kekhususan daerah; 
4. Sudut pembangunan, desentralisasi atau otonomi secara langsung 
memperhatikan dan meningkatkan pembangunan. 
Pemberian otonomi tidak hanya akan jadi "tantangan", tetapi juga 
"kesempatan" bagi daerah untuk mengambil prakarsa, melakukan 
konsolidasi secara dini, bertahap, dan berkelanjutan, guna 
mengembangkan pemerintah daerah yang mampu, mandiri dan 
terpercaya. Untuk itu kesiapan daerah perlu dilakukan untuk menghadapi 
perkembangan di masa depan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup dalam seluruh bidang 
pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 
yustisi, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. 
Sedangkan menurut pasal 14 Ayat (1) dinyatakan bahwa bidang 
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota adalah 
urusan yang berskala kabupaten/kota, meliputi: 
1. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
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2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
4. penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5. penanganan bidang kesehatan; 
6. penyelenggaraan pendidikan; 
7. penanggulangan masalah sosial; 
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
10. pengendalian lingkungan hidup; 
11. pelayanan pertanahan; 
12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14. pelayanan administrasi penanaman modal; 
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan. 
Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam 
rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan pengalihan 
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai 
dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Kewenangan pemerintah 
yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus 
disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan 
tersebut. 
Berdasarkan pembagian urusan kewenangan tersebut, terlihat 
bahwa pemerintah daerah yang otonom adalah pemerintahan yang 
mempunyai kewenangan untuk mengurus segala urusan yang menjadi 
tanggungjawabnya. Namun demikian untuk melaksanakan bidang 
kewenangan tersebut diperlukan sejumlah dana yang sangat besar. Selain 
itu juga daerah tersebut harus memiliki aparat yang akan melaksanakan 
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urusan dari daerahnya. Dimana faktor-faktor tersebut akan sangat 
mempengaruhi pelaksanaan otonomi. 
Sejalan dengan itu Kaho (1997:81) menyatakan ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi otonomi daerah yakni: 
1. manusia pelaksananya harus baik; 
2. keuangan harus cukup dan baik; 
3. peralatannya harus cukup dan baik; 
4. organisasi dan manajemennya harus baik. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah otonom dibentuk 
berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial 
budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain 
yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 
Sedangkan menurut Marzuki Nyakman dan Ryaas Rasjid (Wijaya, 
1992:55) ada  lima variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur 
kemampuan suatu daerah untuk berotonomi:  
1. Pertama, kemampuan keuangan daerah, nilainya ditentukan oleh 
berapa besar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 
jumlah (total) pembiayaan daerah; 
2. Kedua, menyangkut kemampuan aparatur berapa ratio jumlah 
pegawai terhadap jumlah penduduk, masa kerja pegawai, golongan 
kepegawaian, pendidikan formal dan pendidikan fungsional; 
3. Ketiga, partisipasi masyarakat, bagaimana masyarakat berpartisipasi 
dalam pembangunan desa yang menyangkut kesehatan dan 
pelayanan sosial; 
4. Keempat, variabel ekonomi di daerah dengan mengukur kekuatan 
seperti nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir 
berapa persentase (%) sektor-sektor pertanian, pertambangan dan 
pemerintahan terhadap PDRB; 
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5. Kelima, variabel demografi, indikasinya berapa pendapatan penduduk, 
pertumbuhan penduduk, jumlah pendidikan yang buta aksara, ratio 
ketergantungan, tempat pendidikan penduduk, usia muda, pendidikan 
yang diutamakan dan kemungkinan tersedianya lapangan kerja. 
 
Pengertian istilah otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbatas 
dari etimologinya dikemukakan oleh Loggeman (sunindhia, 1987:35) yaitu 
kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun 
kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian 
kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. 
Senada dengan pendapat tersebut, Wajong (1975:5) 
mengemukakan bahwa otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan 
memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri 
menentukan hukum dan pemerintahan sendiri. 
Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari 
percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara 
Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (1) undang-undang Dasar 1945 dinyatakan 
bahwa, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik. 
Oleh karena itu, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus  rumah tangganya sendiri (otonomi daerah), 
haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk 
kesatuan bukan berbentuk Federasi, sebagaimana diamanatkan oleh 
Pasal 1 ayat (1 ) undang-undang Dasar 1945 tersebut di atas. 
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Lebih lanjut, pesan konstitusional bahwa negara Indonesia adalah 
negara kesatuan, dipertegas dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang 
Dasar 1945 bahwa, oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, 
maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya 
yang bersifat staat juga, atau dengan kata lain bahwa tidak dibenarkan 
lahirnya negara di dalam negara. 
Dalam konteks itulah dapat di pahami bahwa sebagai konsekuensi 
atas pemahaman Pasal 1 ayat (1 ) Undang-undang Dasar 1945, maka 
dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dirumuskan judul babnya 
“Pemerintahan Daerah“. Sebelum dilakukan perubahan, isi Pasal tersebut 
sebagai berikut: 
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang 
dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam 
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa”. 
Namun, setelah perubahan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, 
terdiri dari 7 (tujuh) ayat dengan tambahan Pasal 18A dan Pasal 18B, 
ketentuan yang secara tegas menggambarkan tentang kehadiran 
lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian negara kesatuan 
Republik Indonesia, yaitu Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi itu di bagi 
atas Kabupaten dan Kota, yang tiap–tiap propinsi, Kabupaten dan Kota itu 
mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-undang. 
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Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 
1945 maupun penjelasannya, baik sebelum maupun setelah dilakukannya 
perubahan, memberi gambaran bahwa besar dan luasnya daerah otonom 
serta hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dibatasi 
dengan menghindari otonom menjadi negara dalam negara Mawardi 
(2002:1-2). 
Lebih lanjut dikatakan bahwa pembentukan daerah otonom dalam 
rangka desentralisasi di Indonesia mensyaratkan ciri-ciri sebagai berikut: 
1. daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan 
layaknya negara federasi; 
2. desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom 
dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan 
yang diberikan kepada daerah; 
3. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintah terkait dengan 
pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokal) 
sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat. 
Berkenaan dengan otonomi bertingkat, sebenarnya Hatta pada 
tahun 1956 telah mengemukakan pendapatnya (yang kemudian dikenal 
sebagai Konsepsi Hatta) dalam pidato penerimaan gelar Doktor 
kehormatan dari Universitas Gajah Mada, Hatta menyatakan bahwa untuk 
mendekatkan demokrasi yang bertanggungjawab kepada rakyat, maka 
yang terbaik adalah titik berat pemerintahan sendiri (otonomi) diletakkan 
pada Kabupaten (Sujamto, 1984:149-169). 
Pendapat Hatta di atas dapat dilogikakan, bahwa apabila otonomi 
tidak diletakkan pada Kabupaten/Kota (misalnya, bila otonomi diletakkan 
pada Propinsi), maka demokrasi menjadi jauh dari rakyat. 
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Menurut Selo Sumarjan (musanef 1983:22) menyatakan bahwa 
pelaksanaan otonomi daerah di maksudkan untuk: 
1. Meringankan beban dan tugas Pemerintah Pusat. Tugas Pemerintah 
Pusat dari suatu dari negara yang sedang dalam tahap pembangunan 
di segala  bidang, memerlukan desentralisasi yang bersifat fungsional 
teritorial untuk menggapai kepentingan dan aspirasi masyarakat di 
daerah. 
2. Meratakan tanggungjawab, sesuai dengan sistem demokrasi, maka 
tanggungjawab pemerintahan dapat dipikul rata oleh seluruh 
masyarakat yang diikutsertakan melalui desentralisasi. 
3. Mobilisasi potensi masyarakat banyak untuk kepentingan umum. 
Melalui otonomi daerah diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam 
mengembangkan diri untuk kepentingan umum di daerah mereka 
masing-masing dan juga untuk kepentingan nasional. Dengan 
demikian dapat pula menimbulkan persaingan yang sehat untuk 
membangun tiap-tiap daerah dengan kekuatan masyarakat di daerah 
itu sendiri. 
4. Mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam pengurusan kepentingan 
daerah.  
Penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Kabupaten/Kota 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dimana akan 
terbentuk daerah otonomi yang akan diserahi urusan, tugas dan 
wewenang menyelenggarakan pemerintahan. Penyerahan urusan tugas 
dan kewenangan inilah yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. 
C. Kedudukan dan Fungsi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan 
Menurut Jimly Asshiddiqie (2005:28) bahwa yang dimaksud dengan 
fungsi legislasi adalah kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan 
mengesahkan undang-undang. Yang dapat membedakan hanyalah bidang 
yang di atur dalam undang-undang itu. 
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Lebih lanjut menurut Reni Dwi Purnomowati (2005:205) bahwa 
Dewan Perwakilan rakyat mempunyai fungsi: 
1. Legislasi, yakni; fungsi membentuk Undang-undang yang di bahas 
dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama; 
2. Anggaran, yakni; fungsi menyusun dan menetapkan anggaran 
pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD; 
3. Pengawasan, yaitu; fungsi melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. 
Berbicara tentang kedudukan legislatif daerah dalam hal ini dewan 
perwakilan Rakyat Daerah dalam setiap Undang–undang atau peraturan 
lain yang berlaku selama ini merupakan fenomena yang sangat menarik. 
Dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun telah terjadi pergeseran 
kedudukan Pemerintahan Daerah dan DPRD yang cukup fundamental, 
dimulai dari undang-undang No. 1 Tahun 1945 sampai sekarang. 
Perubahan ketentuan kedudukan DPRD dari suatu peraturan ke 
peraturan yang lain sangat signifikan dan selalu merupakan perubahan 
total. Terkadang isi peraturan atau ketentuan tersebut kembali atau 
mendekati kembali apa yang telah di atur sebelumnya tetapi di geser atau 
di ganti dengan peraturan yang menggantikannya. Dalam setiap 
perubahan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang otomatis 
ikut mengatur tentang  kedudukan DPRD, titik sentralnya adalah tentang 
peranan dan ruang lingkup tugas dan hak DPRD serta kaitannya dengan 
peranan Kepala Daerah. Pergeseran tersebut merupakan gambaran 
terbesar adanya proses perkembangan dan pertumbuhan sistim 
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ketatanegaraan di Indonesia hingga sekarang. Pergeseran ini dapat 
dijadikan pelajaran dalam mengkaji sistem Pemerintahan Daerah dan 
kaitannya dengan sistem negara Republik Indonesia yang berbentuk 
kesatuan. Semua undang-undang atau peraturan lain yang menyangkut 
pemerintahan di daerah di rumuskan dan dikeluarkan dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 
Menurut Ateng Syaifuddin (1982:18) DPRD merupakan salah satu 
unsur konstitusi mengenai adanya Pemerintah Daerah yang bersama-
sama Kepala Daerah menjalankan tugas wewenang pemerintahan di 
bidang legislatif, yaitu menetapkan tugas dan politik Pemerintah Daerah 
dengan menentukan garis-garis politik mengenai pengaturan dan 
pengurusan rumah tangga daerah. 
Di dalam suatu negara yang menganut paham dan sistem 
demokrasi, pemerintahan dikendalikan rakyat banyak melalui suatu 
kegiatan politik yang ditampung dalam suatu dewan perwakilan rakyat di 
tingkat pusat dan di daerah oleh DPRD. Kegiatan politik seperti ini 
mempengaruhi pemerintah dengan tugas menentukan arah dan tujuan 
pemerintahan yang tersusun kedalam suatu rumusan kebijaksanaan 
(policy). 
Di era otonomi, Pemerintahan Daerah berhadapan dengan kekuatan 
kedaulatan rakyat yang semakin kritis. Oleh karena itu perlu disusun 
mekanisme sedemikian rupa agar aspirasi masyarakat yang kritis tersebut 
dapat tersalur melalui lembaga yang ada. Salah satu yang paling efektif 
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untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan adalah memberdayakan 
fungsi dan peran DPRD. 
Berbicara tentang wujud dari fungsi legislatif dapat dikelompokkan 
dalam tiga dimensi. Menurut Priatmoko (Sarundajang, 2002:123) yaitu: (1). 
representasi; (2). pembuatan keputusan dan (3). pembentukan legitimasi. 
Sebagai representasi DPRD memiliki keanekaragaman demokrasi (jenis 
kelamin, umur, lokasi), sosiologis (strata sosial), ekonomi (pekerjaan, 
pemikiran dan kekayaan), kultural (adat kepercayaan, agama), dan politik 
dalam masyarakat. Kemudian pembuatan keputusan merupakan fungsi 
DPRD dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah demi 
tercapainya kesejahteraan bersama yang disepakati. Sedang fungsi ketiga 
adalah pembentukan legitimasi adalah fungsi DPRD atas nama 
masyarakat dalam menghadapi atau mengawasi pihak eksekutif. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan perwakilan rakyat 
yang dibentuk di daerah melalui pemilihan umum sebagai konsekuensi 
diberikan otonomi oleh suatu daerah. Olehnya itu yang dijumpai bukan 
hanya lembaga pelaksana eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah akan 
tetapi juga lembaga perwakilan (legislatif) yaitu DPRD. Kedudukan 
keduanya sama tinggi. 
Hal tersebut dipertegas lagi oleh Deddy Supriadi Bratakusuma 
(2002:232), bahwa DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pada 
Pemerintah Daerah. Pengertian sejajar dan menjadi mitra adalah bahwa 
DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dalam 
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mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efisien, efektif dan transparan 
dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat 
demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 
Kendati pun demikian tugas Kepala Daerah dan DPRD berbeda satu 
sama lain. Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif, sementara DPRD 
bergerak dalam bidang legislatif dalam hubungan ini walaupun DPRD 
merupakan unsur Pemerintah Daerah ia tidak berhak mencampuri bidang 
eksekutif. Sementara itu DPRD mempunyai batasan fungsi yang telah 
diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Peranan dan fungsi DPRD sebagai salah satu unsur Pemerintahan 
Daerah sangat menentukan bagi terwujudnya pelaksanaan otonomi 
daerah. Setidaknya ada 3 (tiga) tugas pokok yang harus dijalankan oleh 
DPRD. Pertama, memberikan persetujuan kepada Kepala Daerah 
terhadap atau bersama-sama Kepala Daerah membuat peraturan daerah 
yang mengatur pelaksanaan sepanjang wewenang yang sudah diserahkan 
kepada daerah baik urusan otonomi daerah maupun menyangkut urusan 
pembantuan (fungsi legislatif). Kedua, bersama-sama dengan Kepala 
Daerah menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (fungsi budgeter). Dan ketiga, menyalurkan aspirasi rakyat daerah 
dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah (fungsi pengawasan). 
Berbagai perubahan terjadi akibat adanya reformasi yang di adakan 
secara bertahap, yang menyangkut pada tataran struktural dan fungsional 
yang dipandang sangat substansial yang diharapkan dapat membawa 
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perubahan menuju arah kehidupan yang lebih baik di segala bidang, 
termasuk disini adalah perubahan undang-undang. 
Menurut John Locke (1959:119) bahwa: 
„‟‟‟…. The state of nature has a law of nature to govern it, which 
obligor every one and reason, which is that law, teaches all mankind, 
no one enough to harm another in his life…’’ 
Adapun undang-undang yang telah diadakan merupakan konsep 
dasar sebuah negara di mana setiap warga wajib untuk mematuhinya dan 
undang-undang tersebut mengajarkan kepada warga untuk mengatur 
hidupnya. Akibat dari perubahan-perubahan menjadi implikasi yang sangat 
luas baik pada dimensi kewenangan kelembagaan, sistem, prosedur, serta 
dimensi personil dari birokrasi publik dan institusi politik. Perubahan yang 
dimaksud antara lain pada sisi Pemerintahan Daerah dengan adanya 
pemisahan lembaga eksekutif, yaitu Kepala Daerah beserta perangkat 
daerah yang kemudian disebut Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif 
daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dalam rangka 
pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. 
Menurut Sarundajang (2002:129) adanya pemisahan secara tegas  
kedua institusi menandai dimulainya sistem Pemerintahan Daerah baru 
yang dipandang lebih demokratis terutama bila dilihat dari Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dapat pula dilihat dari 
sisi dimana Kepala Daerah diberikan fungsi-fungsi implementasi kebijakan 
publik yang meliputi aspek pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan 
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masyarakat. Sedangkan, DPRD diberikan fungsi-fungsi legislasi, anggaran 
dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah. 
Menurut Bambang Yudhoyono, (2002:48) sasaran yang ingin dicapai 
sebenarnya dari adanya perubahan sistem Pemerintahan Daerah ini 
adalah : 
1. Pembangunan sistem, iklim dan kehidupan politik yang demokratis; 
2. Penciptaan masyarakat agar mampu berperan serta secara optimal 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; 
3. Adanya penegakan supremasi hukum. 
Dalam rangka perwujudan sasaran tersebut, dalam konteks ini 
disamping diberikan fungsi-fungsi kepada DPRD juga dilengkapi dengan 
beberapa tugas, wewenang, hak sebagai lembaga legislatif daerah. 
Dimana diperlukan langkah-langkah konkrit sebagai pendorong agar dapat 
terlaksana secara optimal dalam Pemerintahan Daerah. 
Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedudukan rakyat sebagai 
pemilik pemerintahan (people own government). Sebagai pemilik 
pemerintahan, maka kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam hal ini 
rakyat ikut aktif dalam pemerintah dan memiliki kewenangan untuk 
melakukan sosial kontrol terhadap jalannya pemerintahan. 
Konsekuensinya bahwa pemerintah yang terbentuk mesti menyenangkan 
hati rakyatnya, sehingga rakyat merasakan bahwa pengelolaan 
pemerintahan dilakukan dengan baik. Hal tersebut dapat menyebabkan 
dukungan rakyat masih dianggap sebagai suatu konsep nilai saja. 
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Kedudukan rakyat yang lemah tersebut menyebabkan bargaining 
power-nya terhadap pemerintahan sangat terbatas, sehingga rakyat tidak 
dapat mengekspresikan kedaulatan nya dalam proses pemerintahan 
terhadap berbagai kebijakan pemerintah, karena dalam kenyataan 
kelompok–kelompok yang sering berseberangan dengan pemerintah akan 
mendapat masalah. 
Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Nasional 
pada pasca Pemilu tahun 1999 akan berhadapan dengan kedaulatan 
rakyat yang cerdas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membenahi 
mekanisme kerja organisasi dan prilaku aparatur Pemerintah Daerah yang 
berorientasi pada kepuasan rakyat sebagai pemilik pemerintahan. 
Menurut Sarundanjang (2001:145) berbagai hak DPRD yang 
dahulunya tidak difungsikan akan mengalami refungsionalisasi dan hal ini 
tentunya akan memudahkan masyarakat untuk menyalurkan berbagai 
aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Kuatnya DPRD akan menyebabkan 
pihak eksekutif akan lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan roda 
pemerintahan, karena sosial kontrol dari dewan yang selama orde baru 
kurang efektif akan mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik. 
Konsekuensi dari kuatnya lembaga legislatif adalah semakin 
munculnya keberanian rakyat untuk menyampaikan berbagai aspirasinya 
melalui para wakil yang telah duduk dalam lembaga legislatif. 
Prinsip kedaulatan rakyat (Sumali, 2002:17) jelas terlihat di dalam 
Pancasila pada sila keempat dari Pancasila, yakni kerakyatan yang 
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dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 
Dalam pandangan Pancasila konsep kerakyatan juga bermakna adanya 
kekuatan rakyat untuk berpartisipasi dan mengawasi dalam proses 
pengambilan keputusan publik. Dengan demikian konsep kerakyatan 
identik dengan konsep kedaulatan rakyat. 
D. Susunan dan Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah 
Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 
Dalam Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 di atur susunan 
Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) dan Pemerintah Daerah. DPRD merupakan badan legislatif 
daerah, sedangkan Pemerintah Daerah adalah badan eksekutif daerah. 
Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat 
lainnya. Kepala Daerah provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah 
Kabupaten disebut Bupati, dan Kepala Daerah Kota disebut Walikota. 
Kepala Daerah provinsi karena jabatannya juga Kepala Daerah 
Administrasi sebagai wakil pemerintah. 
Salah satu perubahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah setelah diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 
adalah dipisahkannya secara tegas antara institusi Kepala Daerah dengan 
DPRD. Yang berfungsi sebagai badan legislatif daerah adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai badan eksekutif adalah 
Pemerintah Daerah. Dalam hal ini DPRD sebagai badan legislatif 
mempunyai kedudukan sederajat dan mejadi mitra Kepala Daerah. Dalam 
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hal ini tergambar bahwa DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan 
demokrasi berdasarkan pancasila. 
Pemisahan secara tegas kedua lembaga ini memberikan indikasi 
dimulainya suatu sistem Pemerintahan Daerah yang baru yang dipandang 
lebih demokratis. Menurut Sarundajang (2001 : 129) Undang-undang 
Otonomi Daerah telah memberi kedudukan DPRD yang sejajar dan 
menjadi mitra kepala daerah sehingga DPRD yang begitu luas 
sebagaimana di atur dalam Undang–undang Pemerintah Daerah telah 
menempatkan DPRD sebagai lembaga legislatif yang terpisah dengan 
Pemerintah Daerah sehingga diharapkan dapat membawa aspirasi 
masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat sehingga 
masyarakat sebagai pemilik kedaulatan akan menempati posisi tertentu. 
Menurut Rozali Abdulah, (2002:28) bahwa DPRD sebagai suatu 
lembaga terdiri atas pimpinan, komisi-komisi dan panitia-panitia. 
Disamping itu, DPRD juga membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan 
alat perlengkapan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya DPRD dibantu 
oleh sekretariat DPRD yang dipimpin seorang sekertaris DPRD. Sekretaris 
DPRD diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD. Dalam melaksanakan 
tugasnya sekretaris DPRD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Pimpinan DPRD. Untuk membantu DPRD dalam menjalankan tugasnya 
sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli hal ini dirasakan sangat 
penting untuk meningkatkan kinerja dari anggota DPRD. 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengadakan rapat secara 
berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun. Selain itu ketua 
DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat atas 
permintaan kepala daerah. Rapat tersebut harus telah diselenggarakan 
selambat-lambatnya satu bulan setelah  permintaan diterima. 
H.AW. Widjaja (2002:20) menyatakan bahwa DPRD merupakan 
lembaga yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah 
Daerah, maka dengan demikian kedua lembaga tersebut merupakan 
“equal cofartnership”. Hubungan kedua lembaga tersebut terjalin sebagai 
mitra dan dalam penetapan kebijakan daerah dalam format penetapan 
Perda dan APBD dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Sedangkan, 
pada implementasi kebijakan Kepala Daerah wajib memberikan 
pertanggungjawaban kepada DPRD dan sebaliknya DPRD melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Penyelenggaraan otonomi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 
tersebut yang direkrut secara demokratis dan berfungsi menurut 
mekanisme demokratis pula. Undang–undang No. 32 Tahun 2004 secara 
tegas menyatakan DPRD sebagai badan legislatif daerah, sedangkan 
Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan perangkat daerah 
lainnya sebagai badan eksekutif daerah. 
Menurut Syaukani (2002:235) bahwa dengan adanya kedudukan 
DPRD yang sejajar dan menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah, akan 
membawa posisi DPRD semakin kuat, sehingga tidak menjadikan rakyat 
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hanya sebagai objek penguasa daerah, yang memberikan kesan seakan-
akan rakyat hanya dianggap sebagai beban pembangunan. Melihat 
kenyataan ini, maka kelihatan telah terjadi reformasi struktur pemerintahan 
yang cukup mendasar. 
Menurut Krishna D. Darumurti (2000:46) di dalam Undang-undang 
otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai komponen penting dan 
sentral dalam menjalankan pemerintahan dan kedaulatan rakyat ditingkat 
daerah yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga 
perwakilan di daerah (DPRD) dalam menentukan kebijakan pemerintahan 
dan pembangunan di daerah yang bersangkutan. 
Perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di daerah dimanisfestasikan 
lewat adanya pemberian pesan yang besar kepada DPRD dalam 
menjalankan fungsinya, yaitu fungsi pembuatan peraturan Perundang–
undangan (Legislatif Function), fungsi perwakilan (representatif function), 
serta fungsi pengawasan (Control Function). Untuk menjalankan fungsi 
tersebut DPRD dilengkapi dengan banyak hak, sebagaimana hak-hak 
tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-undang 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Deddy Supriadi Bratakusuma (2002:223) menyatakan bahwa salah 
satu fungsi DPRD yang penting adalah legitimasi yaitu peran DPRD dalam 
membangun dan mengusahakan dukungan bagi kebijakan dan keputusan 
Pemerintah Daerah agar diterima oleh masyarakat luas. Dalam hal ini 
DPRD menjembatani Pemerintah Daerah dan rakyat dan mengusahakan 
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kesepakatan maupun dukungan terhadap sistem politik secara 
keseluruhan. 
Pada masa lalu, DPRD dianggap sebagai stempel pemerintah. 
Karena pada saat itu DPRD berada pada otoritas seorang Bupati/Kepala 
Daerah. Kini dengan berlangsungnya pelaksanaan otonomi daerah 
kedaulatan rakyat dikembalikan kepada fitrahnya. Yakni rakyat sebagai 
pemegang kekuasaan, pendukung kekuasaan dan pengembang 
kekuasaan. Manisfestasi lebih lanjut dari besarnya peran DPRD untuk 
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil 
Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota. 
Lebih lanjut dikatakan oleh Sarundajang (2001:131) bahwa salah 
satu perubahan mendasar dalam Undang-undang otonomi daerah adalah 
dengan dihilangkannya istilah penguasa tunggal bagi kepala wilayah 
dimana pada era sebelumnya kedudukan kepala wilayah adalah sebagai 
penguasa tunggal di bidang pemerintahan di wilayahnya dalam arti 
memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina 
masyarakat di segala bidang. 
Beberapa Pasal yang berhubungan dengan DPRD, mulai dari Pasal 
39 - 55 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah pasal yang 
membicarakan khusus tentang DPRD. 
Pasal 40 
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Pasal 41 
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DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan 
Pasal 42  
(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang: 
a. membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama; 
b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD 
bersama dengan Kepala Daerah; 
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala 
Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama 
internasional di daerah; 
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala 
daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri 
Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam 
Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota. 
e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan 
jabatan wakil kepala daerah; 
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 
daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana erjasama 
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; 
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; 
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar 
daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat 
dan daerah.   
(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal 46 
(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: 
a. pimpinan; 
b. komisi; 
c. panitia musyawarah; 
d. panitia anggaran; 
e. badan kehormatan; dan 
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f. alat kelengkapan lain yang diperlukan.  
Ternyata sejak tahun 1945 hingga sekarang lembaga legislatif 
daerah telah mengalami perkembangan yang cukup menarik perhatian, 
baik dilihat dari segi hukum maupun praktek legislatif daerah itu sendiri. 
Adapun pertumbuhan dan pergeseran kedudukan legislatif daerah selama 
ini selalu dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur 
tentang pemerintahan di daerah. Praktek ini sejalan dengan ide dasar 
dalam Pasal 18 dan penjelasan UUD 1945, yaitu pembentukan 
Pemerintahan Daerah berikut Badan Permusyawaratan yang 
mendampinginya. 
E. Hak-Hak DPRD 
Menurut Reni Dwi Purnomowati (2005:205) bahwa Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi: 
1. Legislasi, yakni; fungsi membentuk Peraturan Daerah yang dibahas 
dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama; 
2. Anggaran, yakni; fungsi menyusun dan menetapkan anggaran 
pendapatan dan belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah; 
3. Pengawasan, yaitu; fungsi melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintah 
daerah menyangkut masyarakat luas. 
Mengenai eksistensi DPRD Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004, menjelaskan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan 
rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan daerah”. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga/organisasi selain 
sebagai mitra Kepala Daerah juga berperan sebagai legislatif daerah yang 
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secara organisasi dapat dirumuskan sebagai kolektifitas orang-orang yang 
bekerja sama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu 
(Thoha, 1983:115). Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi termasuk 
halnya organisasi pemerintahan daerah harus mempunyai rencana kerja 
yang telah ditetapkan, baik itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rutin 
maupun rencana penggunaan keuangan daerah dalam rangka 
pembiayaannya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman guna 
mencapai hasil yang efektif dan efisien. 
Secara tegas dalam Pasal 43 UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah memuat tentang hak-hak DPRD, yakni: 
Pasal 43 
(1). DPRD mempunyai hak:  
a. Interpelasi; 
b. angket; dan 
c. menyatakan pendapat.  
(2). Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat 
Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga 
perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan 
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah 
anggota DPRD yang hadir. 
(3). Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi 
DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari 
telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. 
(4). Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan 
memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut 
mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta 
menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang 
sedang diselidiki. 
(5). Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket 
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kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-
undangan. 
(6). Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak 
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia 
angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
(7). Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia. 
(8). Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD 
yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya pada Pasal 44 memuat tentang hak-hak anggota DPRD, 
yakni: 
1. mengajukan rancangan Perda; 
2. mengajukan pertanyaan; 
3. menyampaikan usul dan pendapat; 
4. memilih dan dipilih; 
5. membela diri; 
6. imunitas; 
7. protokoler; dan 
8. keuangan dan administratif. 
Sedangkan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah memuat tentang tugas dan wewenang 
DPRD sebagai berikut: 
a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama; 
b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD 
bersama dengan Kepala Daerah; 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan 
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, 
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan 
program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di 
daerah; 
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah 
wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam 
Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri 
melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; 
e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan 
wakil kepala daerah. 
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f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 
daerah terhadap rencana perjanjian internasional didaerah; 
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; 
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; 
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah 
dan pihak ketiga yang membebani masyarakat di daerah. 
Untuk melaksanakan upaya pengembangan diri sebagai lembaga 
panutan publik dalam memberantas korupsi, DPRD perlu melengkapi diri 
dengan beberapa modal kelembagaan (institution capital). Modal yang 
pertama adalah kemampuan politik dari seluruh anggota dan partai politik 
mereka. Sudah saatnya kini partai politik mengubah citra mereka. Partai 
politik perlu secara bersama-sama mengupayakan pemenuhan agenda 
yang telah mereka janjikan selama Pemilu dan mengendalikan para 
wakilnya di DPRD agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang 
bertentangan dengan norma hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan sasaran pada 
pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan hak interpelasi DPRD 
Kota Makassar. Disamping itu DPRD Kota Makassar dianggap cukup 
representatif untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota 
Makassar dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan hak interpelasi 
DPRD dalam mewujudkan otonomi yang nyata, luas dan 
bertanggungjawab di Kota Makassar. Adapun penentuan sample dalam 
penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana 
sample di pilih secara sengaja yang terdiri dari : 
a. Unsur DPRD sebanyak 10 (sepuluh) orang;  
b. Dari pihak pemerintah Kota Makassar dipilih 5 (lima) orang responden; 
c. Masyarakat/LSM sebanyak 10 orang. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data tertentu yang dikategorikan sedemikian rupa, 
gunanya untuk kepentingan perolehan data yang memungkinkan guna 
klasifikasi hasil analisis penelitian yang betul-betul obyektif dan 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Muh. Nasir, 1988:211).  
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah: 
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1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
pertama (responden) di lokasi penelitian yang terdiri dari anggota DPRD 
Kota Makassar. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dijadikan sebagai acuan 
bagi peneliti dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Data 
sekunder diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, 
hasil penelitian, peraturan perundang-undangan ataupun dokumentasi 
data sidang DPRD Kota Makassar serta dokumentasi yang erat 
kaitannya dengan penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Setelah responden ditetapkan dalam penelitian ini, selanjutnya 
ditetapkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, yakni  
1. Wawancara: Ini dilakukan dengan mendatangi responden, kemudian 
dilakukan tanya jawab dengan pertanyaan yang telah disiapkan 
sebelumnya yang tersusun secara sistematis dan terstruktur. 
2. Studi Pustaka: Dilakukan dengan jalan mempelajari, mencatat dan 
mengidentifikasi serta menganalisis buku-buku (literature), laporan 
penelitian, dokumen-dokumen tertulis serta sumber bacaan lainnya 
yang relevan pembahasan dalam penelitian. 
3. Dokumentasi: Dilakukan dengan mencatat data secara langsung dari 
dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut terdiri 
dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD daerah Kota Makassar pada 
masa lalu dan yang sedang berjalan sekarang.  
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E. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara 
kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif 
mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari ketiga macam 
teknik pengumpulan data (wawancara, studi pustaka dan dokumentasi). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Profil Lokasi Penelitian 
Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota Makassar secara geografis 
terletak di pesisir pantai pulau Sulawesi, berada pada koordinat 1190 
24‟117‟38‟ Bujur Timur (BT) 50 8‟6‟119‟ Lintang Selatan (LS) dengan 
ketinggian bervariasi antara 0-250C dan curah hujan antara 200-318 
millimeter dengan hari hujan rata-rata 16 hari pertahun (Badan Pusat 
Statistik Kota Makassar, 2012). 
Kota Makassar menempati posisi strategis kota terbesar dan 
metropolitan di kawasan timur Indonesia dan sekaligus sebagai pusat 
kegiatan dan pelayanan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, pariwisata, 
pertahanan dan keamanan serta berbagai sektor lainnya. Adapun batas-
batas kota Makassar adalah (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2012): 
a. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep; 
b. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros; 
c. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan 
Kabupaten Takalar; 
d. Di sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar. 
Kota Makassar dengan luas 175,77 Km2 atau 0,28 persen dari 
keseluruhan luas propinsi Sulawesi Selatan. Pembagian wilayah tersebut 
secara administratif terdiri dari beberapa kecamatan dan kelurahan. Untuk 
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lebih jelasnya mengenai luas wilayah masing-masing, dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
Tabel 1. Wilayah Menurut Kecamatan Kota Makassar 
No. Kecamatan Kelurahan Wilayah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Biringkanaya 
Panakkukang 
Tamalate 
Mariso 
Mamajang 
Makassar 
Ujung Pandang 
Wajo 
Bontoala 
Ujung Tanah 
Tallo 
Rappocini 
Manggala 
Tamalate 
7 
11 
10 
9 
13 
14 
10 
8 
12 
12 
15 
10 
6 
6 
48.22 
17.05 
20.21 
1.82 
2.25 
2.52 
2.62 
1.99 
1,77 
5.94 
5.83 
9.23 
24.14 
31.84 
 Jumlah 143 175.77 
 Sumber: BPS Kota Makassar, 2012. 
Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Kota 
Makassar terdiri atas 14 Kecamatan yang meliputi 143 Kelurahan dengan 
luas wilayah 175,77 Km2. Dari gambaran ini menjadikan Kota Makassar 
memiliki aksebilitas yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan 
responsibel. 
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B. Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip perimbangan 
kekuasaan (check and balance) yang bertujuan untuk mencapai efektivitas 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bermanfaat bagi 
pengembangan demokrasi dari bawah (grass-routs democracy) dipilih 
sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah 
pemerintah menerapkan asas desentralisasi. 
Hal ini secara jelas terlihat dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 
serta prinsip negara kesatuan yang dianut, maka negara Republik 
Indonesia mewujudkan diri sebagai negara kesatuan yang 
didesentralisasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintahan di 
daerah. Sebagai konsekuensinya, dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa di 
daerah dibentuk DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dan pemerintah 
daerah sebagai lembaga eksekutif daerah. 
Saat ini, pemerintah terus melakukan perbaikan dan pembaharuan 
bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah yang ditandai dengan 
penerapan penganggaran terpadu (unified budgeting), penganggaran 
berbasis kinerja (performance based budgeting), serta kerangka 
pengeluaran jangka menengah (medium term expenture framework). 
Sejalan dengan itu Pemerintah telah menerbitkan berbagai undang-undang 
dan peraturan yang menyangkut masalah keuangan, seperti UU No. 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang 
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Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maupun UU 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. 
Sejalan dengan hal tersebut, sebagai penjabaran lebih lanjut dari 
berbagai regulasi khususnya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah, Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 2004 tentang Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 59 
Tahun 2007 memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 
Diharapkan melalui berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah 
diarahkan agar seluruh proses, mekanisme dan prosedur penetapan APBD 
mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan nya semaksimal mungkin dapat  
menunjukkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan rasionalitas dalam 
mekanisme penyusunan anggaran yang berorientasi kepada kepentingan 
publik, berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dan juga berorientasi 
pada penciptaan lapangan kerja. Berkenaan dengan itu, diharapkan 
Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendesain satu time schedule tentang 
penyusunan, Pembahasan RAPBD sampai dengan penetapannya dengan 
pihak Legislatif Daerah. 
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Ketertiban dan ketepatan waktu, serta pemenuhan semua prosedur, 
merupakan bagian dari upaya untuk membangun sistem penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah yang baik. Hal tersebut senada dengan apa yang 
dikemukakan oleh Bapak Yusuf Gunco anggota DPRD Kota Makassar 
dalam wawancara 30 Desember 2012 bahwa Anggaran Belanja Daerah 
(APBD) haruslah disusun berdasarkan kinerja dan prestasi. Dalam 
hubungan itu maka program kegiatan Pemerintah Kota harus tersusun 
berdasarkan kinerja yang konkrit, jelas, sistematis dan terukur output nya. 
Program dan kegiatan tersebut haruslah memiliki implikasi positif yang 
nyata dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar 
masyarakat, khususnya penduduk asli Makassar. 
Menurut Ajid Siradju salah seorang anggota DPRD Kota Makassar 
dari fraksi PAN dalam wawancara 29 Desember 2012 menyatakan bahwa 
DPRD mempunyai hak untuk meminta keterangan dan melakukan 
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah Kota yang penting dan 
strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan daerah 
yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk 
itu menurutnya Pemerintah Kota tidak perlu membiayai program-program 
yang tidak bermanfaat, bahkan mubazir pada tingkat pelaksanaannya, 
setiap penggunaan anggaran harus bertanggungjawab atas pengelolaan 
anggarannya dalam membiayai setiap program dan kegiatan yang benar-
benar membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, 
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menurut beliau berbagai sistem kebijakan pengelolaan keuangan dilakukan 
dengan prinsip-prinsip penganggaran, partisipasi masyarakat, 
transparansi, akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, 
efisiensi dan efektivitas anggaran, serta taat azas. Lebih lanjut menurut 
beliau diharapkan pula Pemerintahan Kota dapat diselenggarakan 
berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik.  
Sesuai kedudukannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah Kota 
bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan/ 
penerimaan daerah guna menunjang keuangan daerah untuk 
penyelenggaraan otonomi. Gambaran ini mengisyaratkan kegiatan 
pengawasan sangat diperlukan guna mencegah terjadinya 
penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki, kesalahan dan penyimpangan 
pengelolaan keuangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Untuk itu, kehadiran lembaga legislatif yang merupakan mitra pemerintah 
daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab 
pengawasan sehingga penyalahgunaan kewenangan, kesalahan dan 
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dihindari atau 
paling tidak dapat di minimalisasi. 
Menurut Riwu Kaho (1997:164) bahwa setiap penyimpangan atau 
ketidaksesuaian dengan rencana dapat menggoyahkan sendi-sendi 
penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan begitu maka tindakan 
pencegahan harus dapat dilakukan sedini mungkin sehingga di masa 
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mendatang, kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas dapat dihindari. 
Senada dengan pendapat di atas, Julitriarsa dan Suprihanto 
(1997:102) menegaskan bahwa, pengawasan yang baik adalah 
pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai 
bentuk penyimpangan, kesalahan ataupun penyelewengan. Untuk itu, 
pengawasan harus dilakukan secara rutin dengan disertai adanya 
ketegasan-ketegasan seperti, pemberian sanksi yang setimpal terhadap 
penyimpangan, kesalahan ataupun penyelewengan yang terjadi dalam 
pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah. 
Relevansinya dengan kenyataan dari pendapat tersebut di atas 
adalah pemahaman dari anggota DPRD Kota Makassar itu sendiri tentang 
pelaksanaan hak interpelasi serta bentuk-bentuk pengawasan terhadap 
seluruh kebijakan Pemerintah Kota yang penting dan strategis yang 
berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan daerah khususnya yang 
berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. 
Berdasarkan hasil wawancara 29 Desember 2012 dengan Irwan 
Umar, anggota DPRD Kota Makassar menyatakan bahwa sesungguhnya 
filosofi dari penggunaan hak interpelasi oleh legislatif adalah merupakan 
salah satu bentuk pengawasan atau kontrol oleh DPRD. Selama ini 
menurut beliau penggunaan hak tersebut tidak pernah dilaksanakan untuk 
mengontrol dan merespon setiap kebijakan Pemerintah Kota Makassar 
yang bersifat strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat. 
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Menurutnya baik pemerintah Kota maupun DPRD memiliki pandangan 
yang sama bahwa penggunaan hak interpelasi adalah bentuk atau 
mekanisme kearah pemakzulan Walikota, sehingga untuk penggunaan hak 
tersebut sangat dipengaruhi oleh tarik ulur kepentingan partai yang ada di 
Dewan. Hak yang paling sering dilaksanakan selama ini adalah hak 
inisiatif. 
Berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) undang-undang Pemerintahan 
Daerah bahwa hak interpelasi harus mendapatkan persetujuan dari Rapat 
Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) 
dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang 
hadir. Menurut Yusuf Gunco salah seorang anggota DPRD Kota Makassar 
dalam wawancara 30 Desember 2012 bahwa selama ini pelaksanaan hak-
hak DPRD serta hak-hak anggota sudah berjalan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, namun menurut beliau khusus untuk 
pelaksanaan hak interpelasi tidak pernah dilaksanakan. Hal tersebut 
disebabkan oleh adanya tarik menarik kepentingan partai politik yang ada 
di DPRD Kota Makassar. 
Untuk lebih jelasnya pelaksanaan hak DPRD Kota Makassar selama 
3 (tiga) Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Pelaksanaan Hak DPRD Kota Makassar Selama 3 (tiga) 
Tahun Terakhir Tahun 2010 Sampai Tahun 2012  
  
No. 
 
Tahun 
Frekuensi 
 
Hak Interpelasi   Hak Angket  Hak Menyatakan Pendapat  Hak Inisiatif 
1. 2010 - -                  -                            4 
2. 2011 1 -                  -                            6 
3. 2012 - -                  -                            6   
Jumlah - -                  -                           16 
Sumber: data primer diolah, 2013 
Berdasarkan tabel tersebut di atas, tampak bahwa selama 3 tiga) 
tahun terakhir yakni tahun 2010 hingga tahun 2012 pelaksanaan hak 
interpelasi hanya satu kali dipergunakan yakni pada tahun 2011. 
Sedangkan hak angket dan hak menyatakan pendapat tidak pernah 
dipergunakan. Sementara hak yang paling sering dipergunakan adalah hak 
inisiatif yakni sebanyak 16 (enam belas) kali. 
Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di 
lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan hak interpelasi kurang 
dilaksanakan oleh karena beberapa faktor yakni: 
a. Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota Makassar dianggap hampir 
tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan dampak serta 
kerugian bagi masyarakat dan daerah; 
b. Mayoritas anggota legislatif yang ada di DPRD Kota Makassar adalah 
orang-orang yang diusung oleh partai politik pendukung Walikota 
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sehingga loyalitas dan pengabdian terhadap partai tetap 
dikedepankan. 
c. Adanya kelemahan sistem yang dibangun melalui undang-undang 
pemerintahan daerah yang menempatkan DPRD sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang secara otomatis 
mendudukkan DPRD dalam rejim eksekutif yakni sebagai mitra 
pemerintah kota. Hal ini berdampak pada lemahnya fungsi 
pengawasan legislatif daerah.   
Menurut Ajid Siraju salah seorang anggota DPRD dalam wawancara 
29 Desember 2012 bahwa salah satu fungsi DPRD adalah fungsi 
pengawasan yang berpijak pada etika dan norma terhadap kebijakan 
publik di daerah. Kebijakan publik yang dilaksanakan oleh eksekutif 
maupun lembaga-lembaga yang berkompeten selalu diawasi oleh DPRD 
bukan saja merupakan sebuah proses untuk memonitor atau memantau 
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik agar berjalan sesuai rencana 
yang telah ditetapkan. Ia juga merupakan sebuah proses untuk melakukan 
koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan telah 
terjadi. DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai 
lembaga publik selalu peka dan responsif terhadap keinginan dan 
kepentingan publik di daerah. 
Berdasarkan wawancara 28 Desember 2012 dengan Irwan Umar, 
anggota DPRD Kota Makassar, yang menyatakan bahwa sebenarnya 
pelaksanaan hak interpelasi DPRD adalah bagian dari fungsi pengawasan 
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yang dilakukan oleh legislatif daerah bukan untuk menjatuhkan pemerintah 
kota. Sebab bagaimanapun konteks pelaksanaan hak tersebut tetap 
mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dimana dalam penjelasan Pasal 43 tentang hak interpelasi dinyatakan 
bahwa pelaksanaan hak tersebut adalah bagian dari fungsi pengawasan 
DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu 
kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan hak interpelasi DPRD 
sebagai bentuk pengawasan pihak legislatif daerah terhadap eksekutif 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3. Pendapat Responden Tentang Pelaksanaan Hak Interpelasi 
DPRD Kota Makassar dalam Rangka Mewujudkan Otonomi 
yang Nyata, Luas dan Bertanggungjawab  
No Pendapat Responden Frekuensi Persentase (100%) 
1 Dilaksanakan - - 
2 Tidak Dilaksanakan 24 96 
3 Tidak Tahu/Jawab 1 4 
Jumlah 25 100 
Sumber: data primer yang diolah, 2013 
Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa dari keseluruhan 
responden yakni 25 orang, sebanyak 24 orang atau 96% responden 
menyatakan bahwa pelaksanaan hak interpelasi DPRD Kota Makassar 
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tidak dilaksanakan. Sedangkan sebanyak 1 orang atau 4% responden 
yang memberikan jawaban tidak tahu. Sementara tak satupun responden 
yang memberikan jawaban bahwa pelaksanaan hak interpelasi DPRD Kota 
Makassar dilaksanakan. 
Berdasarkan uraian tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar melalui 
penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah kota dalam 
rangka mewujudkan otonomi nyata, luas dan bertanggungjawab belum 
optimal. Pertimbangannya adalah masih lebih banyaknya responden yang 
memberikan jawaban bahwa pelaksanaan hak interpelasi DPRD Kota 
Makassar tidak dilaksanakan. 
Berdasarkan wawancara 28 Desember 2012 dengan Haris salah 
seorang anggota DPRD Kota Makassar menyatakan bahwa DPRD 
mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan 
terhadap: 
1. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan 
lainnya; 
2. Pelaksanaan keputusan Walikota Makassar; 
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); 
4. Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah. 
Lebih lanjut menurut beliau bahwa langkah-langkah atau tahap yang 
dapat ditempuh oleh DPRD dalam menjalankan hak interpelasi dalam 
konteks fungsi pengawasannya adalah: 
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1. Mengundang pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan kota untuk 
dimintai keterangan, pendapat dan saran, apakah terkait dengan sistem 
dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sampai pada 
kebijakannya. 
2. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan 
dari pejabat atau pihak-pihak terkait (hak interpelasi). 
3. Meminta kepada pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau 
pemeriksaan (hak angket). 
4. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif 
kepada pejabat yang berwenang. 
Sejalan dengan itu menurut Muh. Rauf, salah seorang PNS di 
lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam wawancara 5 Januari 2013 
menyatakan bahwa untuk melaksanakan hak-hak DPRD Kota Makassar 
dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata, luas dan 
bertanggungjawab, harus dimulai dari diri sendiri yang bersandar pada 
peraturan dan etika pengawasan yang berlaku. Namun DPRD sebagai 
lembaga representasi rakyat dalam menilai dan mengawasi kinerja 
pemerintah kota khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga 
pelaksanaan peraturan daerah, lembaga ini dituntut untuk dapat menilai 
dan meredam penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) termasuk 
dilingkungan DPRD sendiri dengan tetap menjaga dan membangun 
hubungan yang harmonis atau check and balance antara DPRD dengan 
lembaga eksekutif. 
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Dengan demikian menurut hemat penulis, pelaksanaan hak 
interpelasi sesungguhnya bukan untuk menjatuhkan atau memakzulkan 
Walikota. Hak tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif 
daerah. Hak ini menjadi sangat penting dalam rangka penguatan konsep 
check and balance di daerah. 
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD 
1.  Kedudukan dan Kewenangan DPRD 
Dalam beberapa bulan terakhir ini, perbincangan tentang susunan, 
kedudukan dan fungsi DPRD kembali mengemuka di dua tempat yang 
berbeda. DPR bersama-sama pemerintah, saat ini, sedang bergulat dalam 
tema ini ketika membahas Rancangan Undang-undang tentang Susunan 
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam forum yang berbeda, 
tim Pakar Departemen Dalam Negeri juga sudah mendiskusikan beberapa 
isu tentang DPRD untuk selanjutnya dimasukkan dalam draft revisi UU No. 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Dalam dua forum tersebut, ada beberapa isu-isu kritis yang menjadi 
titik fokus: pertama, isu kedudukan DPRD dalam sistem desentralisasi dan 
demokrasi. Kedua, isu ruang lingkup kewenangan, tugas pokok dan fungsi 
serta hak-hak DPRD. Ketiga, isu kapasitas dan performance DPRD dalam 
menjalankan kewenangan dan fungsinya. Ketiga isu ini sangat berkaitan 
dan disebutkan sebagai sumber dari problematika yang dihadapi DPRD 
saat ini (http//:www. arah dan agenda reformasi DPRD_ 
aridwipa@ugm.ac.id. diakses tanggal 20 Oktober 2012).  
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Kajian tentang ketiga isu kritis tersebut di atas sangat penting karena 
sejumlah penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian 
maupun media dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan trend 
penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, 
anggota dan institusi DPRD. Jejak pendapat yang dilakukan surat kabar 
harian Kompas (Tahun 2011) terhadap 879 responden yang tersebar 
dibeberapa kota besar di Indonesia boleh jadi bisa memperkuat 
argumentasi tersebut. Hasil survei menunjukkan hanya 25,5 persen 
responden yang meyakini kualitas anggota partai politik di DPRD. 
Sedangkan 63,3% meragukan kualitas mereka dan 11, 2% menyatakan 
tidak tahu. 
Survei Kompas juga mengindikasikan bahwa hanya 26,2% 
responden menyatakan puas dengan kinerja anggota partai yang duduk di 
Dewan dalam menangkap aspirasi masyarakat. Sisanya sekitar 65,2% 
responden menyatakan tidak puas dan 8,6% menyatakan tidak tahu. Oleh 
karena itu, ini merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh DPRD di 
Indonesia dalam meningkatkan performance di depan publik (http//:www. 
arah dan agenda reformasi DPRD_ aridwipa@ugm.ac.id. diakses tanggal 
20 Oktober 2012). 
Hasil survey di atas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik 
pada lembaga perwakilan politik cenderung merosot. Kalau proses 
delegitimasi terhadap institusi perwakilan politik di daerah terus menerus 
terjadi maka menurut Yusuf Gunco salah seorang anggota DPRD Kota 
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Makassar dalam wawancara 4 Januari 2013, hal tersebut bisa 
menimbulkan konsekuensi: 
1. Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan bisa 
dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat di daerah apabila penyerahan 
kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah tidak diikuti dengan 
terbangunnya tata pemerintahan yang demokratis di daerah. 
Kewenangan besar yang di transfer ke daerah tidak akan bermanfaat 
bagi rakyat banyak apabila penyerahan kewenangan itu hanya 
dimaknai semata-mata sebagai perpindahan kekuasaan dari birokrasi 
pemerintah pusat ke elite-elite dalam pemerintah daerah 
(intergovernmental decentralization). 
Lebih lanjut menurut beliau bahwa perpindahan kekuasaan 
pada elite pemerintah daerah selanjutnya justru menghadirkan dan 
menumbuh suburkan fenomena raja-raja kecil di daerah. Dengan 
demikian, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan hak-
hak yang melekat pada institusinya tidak akan optimal dalam 
membangun perimbangan kekuatan (check and balances) antar 
lembaga pemerintahan di daerah serta dalam tataran yang lebih 
makro sebagai upaya membangun tata pemerintahan yang baik dan 
demokratis (democratic governance) dimana penyelenggaraan 
urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik dilakukan 
dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan 
partisipatif. 
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2. Selain bisa menimbulkan konsekuensi melemahnya check and 
balances, proses delegitimasi DPRD akan menimbulkan fenomena 
mobocracy (sekedar pengerahan massa), dimana keterlibatan warga 
dalam proses politik-kebijakan dijalankan dengan cara tidak 
terlembaga sehingga kotestasi politik akan ditentukan oleh 
sejauhmana kemampuan untuk memobilisasi massa dan dukungan 
politik. 
Menurut Andi Gani, Kabag Pemerintahan Kantor Walikota Makassar 
(wawancara 6 Januari 2013) bahwa pemberdayaan DPRD, terutama 
dalam menjalankan hak-hak dan fungsi pengawasannya akan bisa 
mencegah sedini mungkin gejala penyimpangan kekuasaan (abuse of 
powers) dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepostisme dari penyelenggara 
pemerintahan di daerah.  
Menurut hemat penulis, upaya memperkuat DPRD dalam konteks 
fungsi pengawasan melalui penggunaan hak-hak yang ada bisa dilakukan 
melalui dua cara, yakni: 
1. Memperjelas kedudukan dan kewenangan DPRD dalam konteks 
relasi dengan pemerintah daerah (eksekutif). Hal ini penting untuk 
menghidari fenomena executive heavy dan eksekutivisasi lembaga 
Parlemen lokal. 
2. Membuat DPRD mempunyai kapasitas dalam menjalankan ruang 
lingkup kewenangan dan fungsinya. Antara ruang lingkup 
kewenangan dengan kapasitas perlu dipisahkan karena kewenangan 
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yang besar dan luas belum tentu diikuti oleh kapasitas dalam 
menjalankan kewenangan yang telah diberikan.  
Berdasarkan uraian-uraian di atas tampak bahwa kedudukan dan 
kewenangan DPRD yang lemah dari sisi kelembagaan menjadi salah satu 
faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi kontrol 
(pengawasan) yang dimilikinya. Sehingga hak-hak apapun yang dimilikinya 
seperti hak angket, dalam pelaksanaannya itu tidak mempunyai efek dan 
kekuatan untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang saling 
mengoreksi dan berimbang (check and balances) dalam rangka 
mewujudkan otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab.   
2. Sumberdaya Manusia 
Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah 
terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social 
welfare) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, 
keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat 
dan daerah, serta antar daerah-daerah dengan provinsi. Keadaan tersebut 
hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan prinsip 
akuntabilitas. Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada 
staf yang memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi bukan karena 
kedekatan dengan penguasa, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat 
diminimalisasi. 
Pelaksanaan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi oleh DPRD 
terhadap eksekutif daerah merupakan upaya penguatan konsep check and 
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balances dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, untuk mendukung 
upaya tersebut harus dimulai dengan perbaikan dan peningkatan kualitas 
sumber daya manusianya. 
Upaya pengembangan sumber daya manusia tersebut tidak lain 
adalah peningkatan kemampuan tenaga profesional untuk memenuhi 
kebutuhan organisasi, yang khusus dirancang oleh organisasi dengan 
tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan memperbaiki sikap 
melalui berbagai macam aktivitas. 
a. Pengembangan Kemampuan Profesional 
- Pengembangan Tingkat Pendidikan Formal Anggota DPRD  
Kualitas pendidikan aparat sangat menentukan serta mempengaruhi 
tugas, dalam merealisasikan hak-hak yang melekat pada dirinya. 
Kecakapan aparat dapat diperoleh melalui sistem pendidikan formal dan 
pendidikan non formal (yang bersifat pengembangan wawasan melalui 
kursus-kursus dan diklat), serta pengalaman organisasi yang dilaluinya. 
Gambaran tentang keadaan tingkat pendidikan formal responden 
dapat disimak pada tabel berikut: 
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Tabel 4. Keadaan Tingkat Pendidikan Formal Responden Anggota 
DPRD Kota Makassar 
 
 
Tingkat Pendidikan 
Responden 
Frekuensi dan Persentase 
N % 
S M A 
Sarjana Muda 
Sarjana (S1) 
Strata Dua (S2) 
Strata Tiga (S3) 
4 
1 
3 
2 
- 
40 
10 
30 
20 
- 
Jumlah 10 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2013  
Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa dari keseluruhan 
responden anggota DPRD Makassar, terdapat 4 (empat) orang (40%) 
responden yang berpendidikan SMA, 1 orang responden (10%) 
berpendidikan sarjana muda, selanjutnya terdapat 3 orang (30%) 
responden yang berpendidikan sarjana strata satu (S1). Sedangkan untuk 
yang berpendidikan strata dua (S2) sebanyak 2 (dua) orang atau 10% 
responden. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa masih perlu 
peningkatan tingkat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni ke 
jenjang strata satu atau strata dua. Sebab pada dasarnya pengembangan 
tingkat pendidikan ke arah jenjang yang lebih tinggi akan dapat 
memberikan kontribusi yang besar dalam upaya merealisasikan serta 
menafsirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang sangat 
berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan hak-hak dan fungsi 
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pengawasan legislatif dalam mewujudkan otonomi nyata, luas dan 
bertanggungjawab. 
Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di 
lapangan ditemukan bahwa tingkat pendidikan formal anggota DPRD Kota 
Makassar tergolong sedang. Namun seiring perkembangan Kota Makassar 
yang begitu cepat dibutuhkan aparatur yang lebih handal dengan 
profesionalisme tinggi sehingga mampu menjawab setiap persoalan yang 
muncul utamanya yang berhubungan dengan pelaksanaan hak interpelasi 
DPRD. 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
tingkat pendidikan formal anggota dewan berpengaruh terhadap 
pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD.  
 b. Pengembangan Wawasan dan Skill 
Tingkat pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD tidak hanya 
diperoleh melalui pendidikan formal akan tetapi juga dapat diperoleh 
melalui pengembangan wawasan melalui pendidikan khusus atau yang 
lazim disebut dengan pendidikan non formal yang biasanya dilaksanakan 
dalam bentuk studi banding, kursus-kursus dan pendidikan pelatihan 
(Diklat). 
Berdasarkan wawancara 6 Januari 2013 dengan Irwan Umar salah 
seorang anggota DPRD Kota Makassar menyatakan bahwa bentuk 
pelaksanaan kursus-kursus dan diklat yang pernah diikuti oleh anggota 
DPRD Kota Makassar selama ini adalah: 
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- Kursus tentang bentuk-bentuk dan mekanisme pengawasan melalui 
penggunaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan 
pendapat; 
- Kursus-kursus tentang fungsi DPRD; 
- Bentuk-bentuk pelatihan yang sifatnya kerjasama dengan Pemerintah 
daerah lainnya dan kerjasama dengan luar negeri seperti yang 
dilakukan dengan bentuk pelatihan bagaimana menciptakan lembaga 
legislatif daerah yang berdayaguna dan berhasil guna; 
Lebih lanjut menurut beliau bahwa pada hakekatnya pendidikan-
pendidikan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan hak interpelasi 
DPRD sangat mendasar untuk ditingkatkan mengingat bahwa masalah 
pengawasan kebijakan Pemerintah Kota dan pengelolaan keuangan 
daerah adalah masalah yang sifatnya sangat kompleks dan tentu 
penyelesaiannya memerlukan penanganan dengan berbagai pendekatan, 
sehingga membuahkan hasil yang efektif. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Andi Gani Kabag Pemerintahan 
Kantor Walikota Makassar dalam wawancara 5 Januari 2013 yang 
menyatakan bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang 
kuat dan bersih, dibutuhkan penguatan kelembagaan legislatif melalui hak-
hak dan fungsinya sebagai lembaga kontrol terhadap eksekutif. Di samping 
itu kerjasama dan sinergi yang baik antara eksekutif daerah dan legislatif 
daerah juga merupakan syarat mutlak. Dan ini hanya dapat dicapai bila 
dijalankan oleh aparat-aparat yang handal dan profesional yang telah 
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ditempa dan diuji baik melalui pendidikan formal maupun diklat, studi 
banding dan kursus-kursus.     
3. Partisipasi Masyarakat  
Untuk menunjang berhasilnya pelaksanaan hak interpelasi DPRD 
sebagai bentuk pengawasan legislatif daerah, maka perlu adanya 
peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui partisipasi, misalnya 
dalam hal masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
berperan aktif dan bersikap kritis dengan langsung menyampaikan 
aspirasinya terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota 
terutama yang berkaitan penggunaan keuangan daerah. 
Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, maka 
kepekaan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD melalui hak 
interpelasi dalam mencegah kebijakan pemerintah kota yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan berdampak luas serta 
berpotensi merugikan masyarakat dapat dicegah secara dini. Hal tersebut 
dapat meningkatkan kualitas pengawasan masyarakat yang sekaligus 
merupakan sasaran dari pembangunan. 
Hal tersebut di atas senada dengan pernyataan Haris salah seorang 
anggota DPRD Kota Makassar dalam wawancara pada tanggal 31 
Desember 2012 bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam 
pelaksanaan hak interpelasi DPRD dalam mengontrol kebijakan yang 
diambil oleh Pemerintah Kota terutama yang berkaitan dengan 
penggunaan keuangan daerah adalah partisipasi masyarakat, artinya 
 69 
dengan partisipasi masyarakat yang lebih kritis dalam menyikapi 
persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan kebijakan pemerintah 
kota khususnya menyangkut pengelolaan keuangan akan mendorong dan 
memberi tekanan terhadap DPRD untuk lebih tanggap dan cepat dalam 
mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan hak-hak dan 
fungsi yang dimilikinya. 
Hal tersebut di atas sejalan dengan wawancara yang dilakukan 
dengan anggota Komisi A DPRD Kota Makassar yang membidangi 
pemerintahan tanggal 31 Desember 2012 yaitu M. Alwi Malik, bahwa 
pelaksanaan hak interpelasi dalam konteks fungsi pengawasan DPRD 
sampai saat ini berjalan kurang optimal, salah satu faktor penyebabnya 
adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Pihak legislatif daerah 
membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga 
DPRD sebagai lembaga perwakilan dalam melaksanakan haknya sebagai 
wujud pengawasan dapat semakin efektif dalam rangka mewujudkan 
otonomi nyata, luas dan bertanggungjawab. 
Faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan hak interpelasi 
DPRD Kota Makassar adalah faktor prosedur dan tata tertib DPRD, di 
mana banyak anggota DPRD yang kurang memahami prosedur dan tata 
tertib pelaksanaan hak tersebut sehingga menyebabkan penggunaan hak 
interpelasi menjadi tidak optimal bahkan tidak terlaksana. 
Dalam hal ini, regulasi tentang eksistensi DPRD provinsi dan 
kabupaten/kota sebagai penjabaran Pasal 18 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (2) 
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dan Ayat (3) UUD 1945 yang merupakan dasar konstitusional adalah UU 
No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, 
dan DPRD (UU Susduk) serta Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Pasal 15 Undang-undang Pemda menyebutkan bahwa kedudukan, 
susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat 
kelengkapan DPRD diatur dengan undang-undang. Oleh karenanya, 
rujukan utama bahasan tentang DPRD yang sekaligus berkedudukan 
sebagai lex specialis, bahkan lex posteriori adalah UU Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu sendiri. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Pelaksanaan hak interpelasi DPRD Kota Makassar dalam rangka 
mewujudkan otonomi nyata, luas dan bertanggungjawab belum 
optimal. 
2. Faktor penghambat pelaksanaan hak interpelasi DPRD Kota 
Makassar dalam rangka mewujudkan otonomi nyata, luas dan 
bertanggungjawab adalah: kedudukan dan kewenangan DPRD, 
sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat. 
B. Saran 
1. Perlunya peningkatan pelaksanaan pengawasan terhadap eksekutif 
daerah melalui penggunaan hak-hak DPRD untuk membangun 
penguatan konsep check and balances dalam sistem pemerintahan 
daerah. 
2. Perlunya revisi Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dalam rangka penguatan kedudukan, wewenang dan fungsi 
serta hak-hak kelembagaan DPRD dalam menciptakan pengawasan 
yang efektif terhadap kebijakan pemerintah yang strategis dan 
berdampak luas terhadap masyarakat. 
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